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eyakinan bahwa pendidikan merupa-

kan wahana ampuh untuk membawa

bangsa dan negara menjadi maju dan
terpandang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan
dunia internasional, boleh dikatakan tidak ada
keraguan lagi. Sampai-sampai John Naisbit dan
Particia Aburdence, melalui “Megatrend 20007,
mengatakan: Tepi “Asia Pasifik” telah
memperlihatkan, negara miskin pun bangkit,
tanpa sumber daya alam melimpah asalkan
negara melakukan investasinya yang cukup
dalam hal sumber daya manusia. Oleh karena
itu, katanya lebih lanjut: “terobosan yang paling
menggairahkan dari abad ke-21 bukan karena
teknologi, melainkan karena konsep yang luas
tentang apa artinya manusia itu”. Maka,
mendiskusikan “pendidikan sebagai praksis
pembangunan bangsa”, meskipun terasa “klise”,
namun tetap menarik dan penuh makna. Lebih-
lebih di tengah-tengah suasana krisis multi
dimensi yang berkepanjangan melanda bangsa
dan negara, di mana peran pendidikan ikut di-
pertanyakan, bahkan “digugat”.

Mengingat topik diatas sangat umum dan
luas cakupannya, maka di sini saya akan meni-
tikberatkan pada pembahasan “seputar peranan
pranata kependidikan”. Dengan demikian keter-
kaitan hubungan fungsional antara pendidikan
dan pembangunan bangsa, baik yang bersifat
“reflektif” — menggambarkan corak dan kondisi
riil bangsa dan negara yang tengah berlangsung,
dan yang bersifat “progresif” — menggambarkan
peranan pendidikan dalam proses memajukan
bangsa dan negara, saya tempatkan sebagai
kenyataan yang perlu terus menerus dikritisi.
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Peranan Pranata Kependidikan

Kalau kita mencermati kenyataan-
kenyataan yang tumbuh dan berkembang di ma-
syarakat (komunitas basis), pendidikan sebagai
praksis pembangunan bangsa menampakkan
wujudnya dalam berbagai pranata (institusi)
kependidikan, seperti guru dan pemimpin-pe-
mimpin pendidikan, lembaga-lembaga pendidi-
kan, lembaga-lembaga keagamaan, pusat-pusat
keilmuan dan pusat-pusat seni budaya. Melalui
pranata-pranata kependidikan itu, berbagai ke-
giatan pendidikan menjadi kekuatan riil proses
pembangunan bangsa. Maka proses pembangu-
nan bangsa berarti pula memfungsikan dan
mendinamisasikan ~ peranan  pranata-pranata
kependidikan itu secara terpadu dan berkelanju-
tan.

Untuk mengetahui peranan pranata-pra-
nata kependidikan tersebut, kita simak bersama
yang nampak dalam garis-garis berikut:

1. Peranan guru dan pemimpin-pemimpin pen-
didikan. Semua pihak melihat dan merasa-
kan bahwa keberadaan serta kiprah guru dan
pemimpin-pemimpin pendidikan di mana
saja berada dan dari waktu ke waktu meru-
pakan kunci terlaksananya berbagai bentuk
dan jenis kegiatan pendidikan formal dan
non-formal yang tumbuh dan berkembang
di masyarakat (komunitas basis). Bahkan,
dapat dikatakan merekalah yang paling
mengetahui dan merasakan betapa berat
misi dan tanggung jawab yang diemban dan
harus dilaksanakan dalam rangka mencer-
daskan dan memajukan peserta didknya
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menjadi warga bangsa yang maju (modern)
dan berperadaban. Peranan dan tanggung
jawab mereka itu sama dengan para pemuka
dan pimpinan bangsa, serta para pejabat
pemerintahan. Dan tidak hanya sebatas pada
yang rutin serta praktis, tetapi lebih dari itu
perutama dalam:

a. menterjemahkan nilai-nilai, norma-
norma dan muatan pendidikan yang
dituntut oleh masyarakat, bangsa dan
negara Yyang terus bergerak serta
berkembang;

b. mengelaborasikan makna dan isi
pendidikan sebagai praksis
pembangunan bangsa sesuai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi maupun perkembangan dan
perubahan yang tengah berlangsung;
dan

c. menggali dan mencari alternatif-
alternatif model dan jenis pendidikan
yang berwawasan lingkungan, ekonomi,
sosial dan budaya.

Peranan  lembaga-lembaga  pendidikan

formal (baca:sekolah/madrasah dan

perguruan tinggi). Sudah menjadi semacam
standar baku, bahwa dunia persekolahan
dan perguruan tinggi merupakan
perwujudan yang dibangun dan
dikembangkan atas dasar sistem dan
kebijakan tertentu untuk mewujudkan
pendidikan formal secara nasional. Apa
yang  disebut-sebut  sebagai  "“istem
pendidikan nasional"™ pada dasarnya
merupakan serangkaian kebijakan
pemerintah dalam mewujudkan pendidikan
nasional, yaitu yang “berakar pada
kebudayaan bangsa Indonesia dan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945”. Peran lembaga-lembaga
pendidikan formal itu, terutama dalam
rangka memenuhi hak setiap warga negara
untuk  memperoleh  pendidikan  dan
sekaligus menjalani  kewajiban belajar,
khususnya pada tingkat pendidikan dasar
(sebagai batas minimumnya). Maka peran
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dan tanggung jawab yang paling banyak di-

tuntut, antara lain:

a. kemampuannya dalam menjalankan
serangkaian kebijakan pendidikan yang
telah terbakukan lewat sistem yang
berlaku secara nasional, baik kuantitas
maupun kualitas;

b. kemampuannya dalam memenuhi dan
mewujudkan pendidikan nasional secara
akademik, khususnya yang
berhubungan dengan mutu yang bertaraf
nasional maupun internasional; dan

¢. kemampuannya dalam mengemban visi
dan misi bangsa, khususnya yang
berhubungan dengan daya dan semangat
inovasi menuju bangsa dan negara
“modrn”.

Peranan lembaga-lembaga keagamaan seba-

gai wadah kegiatan pendidikan yang bersifat

khusus dan non-formal, seperti pondok pe-
santren, yempat-tempat ibadat dan or-
ganisasi-organisasi sosial keagamaan. Ke-
beradaan dan kiprah lembaga-lembaga
keagamaan itu terus tumbuh dan berkem-
bang semakin kokoh serta berakar pada tata-
ran komunitas basis (umat). Meskipun nam-
pak “eksklusif”’, namun di dalamnya

menyimpan berbagai potensi yang dapat di-

jadikan kekuatan pendukung proses pem-

bangunan bangsa. Dengan demikian peran-
nya yang paling menonjol, adalah:

a. menterjemahkan nilai-nilai dan norma-
norma agama sebagai kekuatan yang
mendasari cita-cita dan memotivasi
berbagai kegiatan dalam seluruh aspek
kehidupan;

b. mendorong dan membimbing
masyarakat dan umat ke arah kemajuan
melalui ikatan-ikatan sosial dan kultural
maupun tradisi-tradisi yang dimilikinya;
dan

c. menanamkan sifat-sifat dan perilaku
yang terpuji dan luhur bagi terciptanya
peradaban yang religius.

Peranan pusat-pusat keilmuan sebagai wa-

dah kegiatan penelitian, pembelajaran dan
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pelatihan. Sebagai bangsa dan negara yang
memiliki sumber-sumber keilmuan yang
mendukung kegiatan penelitian, pembela-
jaran dan pelatihan yang cukup diakui dan
dikagumi oleh dunia, terutama yang berupa
kekayaan “sumber daya alam”, sesungguh-
nya lebih terbuka peluang untuk menjadi
bangsa yang maju. Namun sumber-sumber
keilmuan itu belum terolah dan termanfaat-
kan dalam berbagai bentuk dan jenis pendi-
dikan yang tumbuh dan berkembang di ma-
syarakat (komunitas basisi). Maka peran
pusat-pusat keilmuan itu, terutama adalah
dalam:

a. memanajemeni sumber-sumber keilmu-
an itu sebagai kekuatan yang men-
dukung pendidikan akademis, profesi
dan ketrampilan;

b. menjembatani dan menginformasikan
sumber-sumber keilmuan itu untuk
memajukan dan memperbaharui sistem
dan kebijakan pendidikan nasional; dan

c. memelihara dan sekaligus mengem-
bangkan sumber-sumber keilmuan iru
sebagai bagian dari kekayaan dan
kebanggaan bangsa dan negara.

5. Peranan pusat-pusat seni budaya sebagai
wadah kegiatan pendidikan dan kebuda-
yaan, seperti museum dan sanggar-sanggar
seni budaya yang tersebar di berbagai
daerah. Boleh dikatakan berbagai museum
dan sanggar-sanggar seni budaya itu
merupakan wahana yang secara tidak
langsung memiliki arti penting dan strategi
bagi proses pembangunan bangsa. Dengan
demikian peranan utamanya adalah:

a. menterjemahkan nilai-nilai seni budaya
yang dimiliki sebagai landasan proses
pembangunan bangsa;

b. memposisikan seni budaya yang dimiliki se-
bagai kekuatan riil dalam proses pembangu-
nan bangsa; dan

c. memelihara dan mengembangkan seni bu-
daya sebagai kekayaan dan kebanggaan
bangsa dan negara.
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Mensinergikan Peranan Pranata Kepen-
didikan

Selama ini peranan pranata kependidikan
masih nampak bergerak sendiri-sendiri dan
belum membentuk “sinergi” positif yang
mendukung proses pendidikan sebagai praksis
pembangunan bangsa. Masing-masing lebih
banyak melihat dunianya sendiri dan kurang
membuka dan saling memberi akses. Sehingga,
makna pendidikan mengalami “penyempitan”
dan “reduksi”. Bahkan “mandek” — terkurung
dalam sistem sekolah/madrasah dan perguruan
tinggi.

Memang tidak salah dan harus diakui,
bahwa sistem pendidikan nasional itu penting
dan diperlukan untuk penanganan secara Sis-
tematik, turatama dalam rangka memenuhi per-
syaratan formal berdasarkan standar baku na-
sional maupun internasional (secara akademis).
Namun ini tidak berarti bahwa makna dan per-
wujudan pendidikan itu hanya sebatas dan iden-
tik dengan sekolah/madrasah dan perguruan
tinggi. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan pen-
didikan sebagai praksis pembangunan bangsa.
Karena memposisikan pendidikan sebagai prak-
sis pembangunan bangsa, secara tidak langsung
tersirat maksud memerankan berbagai pranata
kependidikan itu dalam satu visi, misi dan ko-
mitmen yang utuh dan terpadu. Dalam hal ini
keberadaan dan peranan yang ada pada berbagai
pranata kependidikan bisa saling mendukung
dan mengisi, tanpa harus meninggalkan sistem
maupun kekhususan-kekhususannya. Artinya,
pranata kependidikan yang dikembangkan atas
dasar sistem baku maupun yang dikembangkan
atas dasar tradisi, tetap berlangsung.

Mensinergikan peranan berbagai pranata
kependidikan itu lebih jauh dapat melahirkan
semacam inter power and beauty, dan power
and beauty in simplicity, dalam arti “murah dan
sederhana, tetapi kuat dan indah. Ini penting dan
cukup strategis, mengingat kenyataan-kenyataan
obyektif di masyarakat (konunitas basis), yang
kondisi sosial ekonominya masih tergolong
“rendah”. Maka, kalau di kota-kota besar
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bermunculan sekolah-sekolah “unggulan” yang
bernuansa “eksklusif — elitis, mewah dan mahal,
mengapa di daerah-daerah pedesaan tidak
dicarikan alternatifnya.

Dalam sejarah pendidikan Indonesia ter-
catat beberapa model dan jenis pendidikan yang
dirintis dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh
pergerakan nasional dengan memadukan sistem
“modern dan tradisional”. Pada zamannya
model-model dan jenis-jenis pendidikan itu
mampu tampil dan cukup diperhitungkan.
Bahkan tidak sedikit yang melahirkan guru-
guru dan pemimpin-pemimpin pendidikan yang

kemudian  tampil  sebagai  tokoh-tokoh
pergerakan dan pembangunan pendidikan
nasional.

Pada tahun 1958/1959, Kemeterian

Agama (Departemen Agama) pernah merintis
usaha pembaharuan sistem pendidikan pada ma-
drasah dengan memperkenalkan model “Madra-
sah Wajib Belajar” (MWB) 8 tahun. Tujuannya
selain untuk memenuhi kewajiban belajar, seka-
ligus membekali modal ketrampilan bekerja,
khususnya di sektor pertanian dan industri yang
ada dimasyarakat (komunitas basis). Pusat
pelatihan calon guru MWB itu ada di Pacet,
Jawa Barat. Sayang proyek pemerintah ini tidak
berlanjut dan berhenti sebelum berkembang.
Padahal ini adalah merupakan suatu model yang
cukup kontekstual, baik dari sisi sosial ekonomi
maupun kultural.

Pada tahun 1994/1995, oleh salh seorang
rekan dari ITB Bandung, pernah dimunculkan
satu konsep model “Pesantren Politeknik dan
Pesantren Teknologi”. Model ini dimaksudkan
untuk meningkatkan peranan pondok pesantren
sebagai wadah pendidikan yang memadukan ke-
giatan yang berbentuk formal dan non-formal,
dengan sasaran dan tujuan “mendidik pemuda-
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pemudi Indonesia alumni SLTA, baik umum
maupun dari madrasah atau pesantren, guna
mengisi tenaga trampil di bidang instrumentasi
dan kontrol automatik pada tingkat menengah
maupun tingkat tinggi (D1, D2, D3 dan S1). Ju-
rusan/program yang dikedepankan meliputi:
Instrumentasi Elektronika, Computert Sciences
and Engeneering Control Automatic and Ro-
botic, dan Bio Teknologi dan Agrobisnis.

Sayang konsep tersebut belum sempat di-
uji cobakan. Padahal pondok pesantren di Indo-
nesia jumlahnya hampir tak terbilang dan ke-
beradaannya di masyarakat (komunitas basis)
cukup kuat dan berakar.

Harapan dan Imbauan

Melalui uraian di atas, kiranya IKIP
(Institut Keguruan dan Illmu Pendidikan)
Bandung yang kini beralih status dan menetap-
kan serta mengukuhkan kelembagaannya
menjadi UPI (Universitas Pendidikan Indonesia)
cukup terpanggil untuk memprakarsai lahirnya
berbagai model dan jenis serta jenjang pendidi-
kan dengan memfungsikan dan mendinamisasi-
kan pranata-pranata kependidikan yang tumbuh
dan berkembang di masyarakat (komunitas ba-
sis). Tentu saja, lebih dahulu perlu langkah-
langkah: mulai dari tahap konseptual, peran-
cangan model dan desain, sampai pada taha-
tahap perintisan dan pengembangan.

Rasa-rasanya bukan mengada-ada, jika
UPI Bandung menempatkan keberadaan dan
Kiprahnya dalam mewujudkan pendidikan seba-
gai praksis pembangunan bangsa, mendasarkan
pada potensi-potensi dan kenyataan-kenyataan
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Universitas yang memainkan peranan seperti ini
pernah saya lihat di Amerika pada tahun 1990.



